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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  bahwa Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak (sapi) ditinjau dari 

perjanjian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 

Tentang Pokok-pokok peternakan dan kesehatan Hewan di Desa  

Anamina adalah jenis perjanjian yang dilakukan secara lisan. 

Bagi hasil ternak (sapi) yang masih dilakukan secara adat istiadat 

mengedepankan asas-asas kepercayaan. 

2. Cara menyelesakain perselisihan perjanjian antara pengurus ternak dan 

pemilik  ternak  di Desa Anamina lebih mengedepankan musyawrah 

untuk mufakat secara internal dan menyelesaikan  di balai desa dengan 

cara menghadirkan saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut dan 

tidak pernah dipersoalkan ke ranah pengadilan disebabkan msayarakat 

mengedepankan asas kekeluargaan. 

B. Saran 

1. Berangkat dari temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti 

memberikan sejumlah rekomendasi bagi pembaca dan pemangku 

kepentingan, khususnya penduduk Desa Anamina, untuk memberi 

mereka wawasan dan panduan yang berharga terkait penerapan 

kesepakatan bagi hasil ternak. (ngadas) skema antara pemilik sapi dan 

peternak. Saran-saran ini dimaksudkan sebagai dasar untuk 

musyawarah atau konsultasi tentang masalah tersebut. Peneliti 
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mengkomunikasikan ide-ide tertentu dalam bentuk masukan dan 

optimisme, khususnya: 

2. Sebelum melakukan bagi hasil (ngadas) disamping dengan pernyataan 

secara lisan masyarakat harus mengedepankan perjanjian dalam bentuk 

tertulis, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman atau bahkan 

perselisihan yang kerap kali kita jumpai mengenai pola bagi hasil 

diantara masyarakat yang tidak berlandaskan Undang-Undang bagi 

hasil, maka akan besar kemungkinan terjadinya ketidak efektivan dari 

hubungan perikatan antara kedua belah pihak yang tidak dinginkan 

dikemudian hari. 

Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan bagi hasil 

(ngadas) agar dapat memahami teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan  

hewan, sehingga mempunyai pengetahuan dan landasan hukum dalam 

pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

perjanjian. 

Penulis menyarankan agar individu yang belum berpartisipasi 

dalam pengaturan bagi hasil (ngadas) untuk ternak harus 

mempertimbangkan untuk melakukannya, mengingat potensi 

pendapatan yang menguntungkan dalam industri ini. Dianjurkan untuk 

membiasakan diri dengan kerangka hukum yang mengatur perjanjian 

bagi hasil, untuk memastikan sistem yang adil dan bebas sengketa. 
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Tunduk pada peraturan yang mengaturnya, entitas yang bersangkutan 

dilindungi. 
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